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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membaca :Surat permohonan Saudara/i RAHMI tanggal 28 Mei 2021 untuk mendapatkan Izin Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Jorong Muara Tapus Nagar
Sungai Aur, Kec. Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat

Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan
yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menter Pendidikan nomor
58 tahun 2009;

2 Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendinan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan
diBidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
diselenggarakan oleh :
Nama Lembaga - TK ABA MUARA TAPUS
Jenis Layanan - TK (Taman Kanak-Kanak)
Alamat . Jorong Muara Tapus, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat,
Prop. Sumatera Barat
Kepala Sekolah : RAHMI
KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum PERTAMA beriaku
terhitung mulai tanggal ditetapkan.
KETIGA : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai -
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap
masyarakat.

2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 September 2023 dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di . Simpang Empat
Pada Tanggal 15 September 2021
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Nomor - ':CZ‘HT.O“.UB-A:,G; Kepada Yth,

Lamplean ... , 8dr. Prof, Dr. H. A. Syafil Maarif
Perihal . Status Badan Hukum - Ketua Pimpinan MuhammadIyah,
Perkumpulah Muhammadiyah, JI. Menteng Raya 62,

Jakarta 10340,

' Membalas sural. Saudara Nomor 627/.0//2003; tanggal 18
September 2003 dan Nomor 033/.0/A/2004, tanggal 20 Januarl 2004,
perlhal tersebut pada pokok surat, dengen Inl kam! berltahukan halshal
sebagal berikut :

1. Perkumpulan Muhammadlyah, anggaran dasarnya telah disahkan
dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Aguaius
1814 berdesarkan Staalsbled 1870 Pomor 64 tentang Perkumpulen-

parkumpulan Barbadan Flukum:

2. Perkumpulan, berdesarkan Pasal Sa Slaeslsblad tersebult, yang didirikan
untuk jangka ‘wakiu lerteniu, yang statutanya atau reglementnya
disetujul, Juga seteiah habls wakiu yang ditentukan dalam reglement Itu,
tanpa persetujuan leblh lanjut, dipandang sebagal badan hukum, blla
sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya
atau pengurusnya maenunjukkan bahwa perkumpulan Itu, setelah waktu

- yang ditentukan, tetap ada; ,

3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuel dengan ourat Saudara dan
menurut pengamaltan kaml, sampal saal Inl, masih molakukan kesglatan.
kaglatan sebagal Perkumpulan; :

4. Beordasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1088
tentang Organisasl Kemasyarakatan, dikaltkan pule dengan uralan pada
peoint 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telsh
memperoleh ‘pengesahan status badan hukum darl Qubernur Jenderal
(sekarang Menter| Kohskiman dan Hak Asas! Manusle RI), tetap dlakul
eksistensinys sebugal badan hukum dan harus menyesuslkan dirl
‘dengai . Undang-undang Nomer 8 Takun 1888 tersebut. %

\\ “Deinlklan untuk diketahul.
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